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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang, pembangunan dilakukan di segala bidang untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Pemerataan pembangunan di segala sektor merupakan target yang harus dicapai pemerintah Indonesia. Pembangunan di berbagai sektor ini merupakan salah satu program pemerintah yang harus dilaksanakan. Tentunya hal ini berkaitan dengan bidang pembiayaan yang di dalamnya menyangkut sumber dana yang dikeluarkan untuk pembiayaan pembangunan tersebut. 

Salah satu sumber keuangan negara yang potensial bersumber dari pendapatan pemerintah melalui pajak. Sektor pajak merupakan sumber penerimaan yang sangat penting bagi pembiayaan pembangunan yang sedang dilaksanakan, oleh karena itu dibutuhkan peran serta dari warga negara untuk turut mensukseskan kegiatan pembangunan nasional dengan cara membayar pajak sesuai dengan ketentuannya. Hal ini tentu sangat dirasakan hasilnya oleh seluruh masyarakat baik itu di pusat maupun di daerah.

Dengan adanya otonomi daerah sekarang ini, maka setiap daerah mempunyai hak dan wewenang untuk mengatur setiap kebijakan serta ketentuan yang dilaksanakan dalam cakupan wilayah otonomi itu sendiri sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dalam kegiatan pelaksanaan untuk menggali semua potensi yang terdapat pada daerah itu sendiri dan memanfaatkan setiap sumber daya untuk berupaya memenuhi semua kebutuhannya, serta menghimpun dana yang cukup guna membiayai pembangunan daerah. 

Seperti kita ketahui bahwa setiap kegiatan pembangunan daerah memerlukan sejumlah dana yang bersumber dari pendapatan asli daerah itu sendiri dan yang berhak mengelolanya yaitu pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintah mengatur pengalokasian dana tersebut guna kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. 

Yang menjadi sumber pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah adalah:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2. Dana Perimbangan 

3. Pinjaman Daerah

4. Lain-lain Penerimaan Yang Sah

Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Kota Bandung mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan kegiatan pemungutan, pengumpulan dan pemasukan pendapatan daerah ke kas daerah secara maksimum terhadap sumber-sumber pendapatan daerah berdasarkan kebijakan Walikota atau peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu sumber pendapatan asli daerah yang cukup besar adalah pajak daerah, dan diantaranya termasuk pajak Hotel dan Restoran yang ikut berperan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Bandung. Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) merupakan suatu Instansi dinas pemerintah yang sangat vital bagi pembangunan daerah, maka dari itu DIPENDA harus mampu menghasilkan penerimaan yang optimal, kemudian mempertahankan dan meningkatkan pendapatan agar pembangunan daerah dapat terus berjalan. 

Dengan adanya Self Assestment System, wajib pajak diberi kepercayaan sepenuhnya untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang. Tanggung jawab atas pelaksanaan kewajiban perpajakan ada pada diri wajib pajak itu sendiri. Pemerintah dalam hal ini (Fiskus) hanya berfungsi untuk melakukan pembinaan, penelitian, pengawasan dan memeriksa pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak, apakah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan undang-undang perpajakan. Dengan adanya sistem ini, maka tidak dapat dihindari akan terdapat  kecurangan-kecurangan atau kemungkinan terjadinya kelalaian yang menyebabkan kerugian, selain itu juga terdapat wajib pajak yang sengaja melanggar suatu peraturan perpajakan apabila tidak dilakukan usaha-usaha untuk menguranginya, seperti kasus yang terjadi dalam hal perkara penunggakan pajak pada salah satu Hotel Berbintang di Kota Bandung yang beralamat di Jl. Pelajar Pejuang yang telah menunggak pajak selama 4  (empat) bulan yang jumlahnya mencapai Rp 1,3 Miliar. Untuk mencegah kemungkinan-kemungkinan tersebut, maka diperlukan adanya suatu pengendalian intern yang memadai terhadap aktivitas perpajakan tersebut khususnya dalam hal penerimaan pajak  yang diperoleh dari Hotel dan Restoran. 

Dilihat dari pentingnya peranan suatu pengendalian intern dalam pajak Hotel dan Restoran yang dapat menunjang dalam penerimaan asli daerah, maka penulis mengambil dan menjadikan objek tersebut untuk dilakukan penelitian dengan judul:

 “PERANAN PENGENDALIAN INTERN DALAM MENUNJANG EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BANDUNG”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penulis mengidentifikasi beberapa pertanyaan yang merupakan gambaran ruang lingkup penelitian yang akan dilakukan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengendalian Intern yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan    Daerah Kota Bandung.

2. Bagimana penerimaan pajak Hotel dan Restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung.

3. Seberapa besar Peranan Pengendalian Intern dalam Menunjang Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung.

1.3  Maksud Dan Tujuan Penelitian

Maksud penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan pengendalian intern terhadap efektivitas  penerimaan pajak Hotel dan Restoran. Adapun tujuan melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengendalian intern yang dilaksanakan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung.

2.  Untuk mengetahui bagaimana penerimaan pajak Hotel dan Restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung.  

3. Untuk mengetahui seberapa besar Peranan Pengendalian Intern dalam Menunjang Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dari penelitian yang akan dilakukan, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam  tentang gambaran mengenai pengendalian intern yang selanjutnya memberikan wacana penelitian lebih lanjut bagi pihak-pihak yang berminat.

1.4.1    Kegunaan Praktis

Memberikan sumbangan pemikiran berupa pandangan mengenai peranan pengendalaian intern terhadap efektivitas penerimaan pajak Hotel dan Restoran.

1.4.2   Kegunaan Teoritis

1.  Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai peranan pengendalian intern terhadap efektivitas penerimaan pajak khususnya pajak Hotel dan Restoran sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kesesuaian fakta di lapangan dan teori yang diperoleh.

2.   Bagi Pihak lain

Memberikan masukan dan motivasi sebagai bahan referensi untuk   peneliti selanjutnya.

1.5 Kerangka Pemikiran  dan Hipotesis

Pembangunan Daerah adalah kegiatan yang berlangsung secara             terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut diperlukan  perhatian terhadap proses pembiayaan pembangunan yang sedang berjalan.

Dalam hal ini Dinas Pendapatan  Daerah Kota Bandung harus berupaya untuk menghasilkan pendapatan asli daerah yang optimal guna mempertahankan dan meningkatkan pendapatan asli daerah agar pembangunan daerah dapat terus berjalan.

Pembiayaan pembangunan diperoleh dari sumber dana yang berasal dari pendapatan asli daerah melalui pajak.

Adapun pengertian pendapatan asli daerah dalam “Selayang Pandang Dipenda” adalah sebagai berikut:

“Penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan undang-undang yang berlaku”.









         (2000;6)

Adapun pengertian pajak menurut Rohmat Soemitro dalam bukunya yang berjudul “Perpajakan” menyatakan bahwa definisi pajak yaitu:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang  digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

   (2002;1)

Dari definisi diatas dapat dikatakan bahwa yang berhak memungut pajak adalah negara, pajak dipungut berdasarkan undang-undang tanpa timbal jasa dari negara secara langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat.

Pengertian pajak Hotel menurut pasal (1) huruf g-h dalam “Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 tahun 2003 “ adalah:

“Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan di Hotel, Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang-orang untuk dapat  menginap, istirahat, memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama kecuali untuk pertokoan dan perkantoran”.

  (2003;6)

Sedangkan pengertian pajak Restoran menurut pasal (1) huruf g-h ”Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 tahun 2003” adalah:

“Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau catering”.

                  (2003;6)


Dengan adanya pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, maka akan diperoleh pendapatan yang akan digunakan untuk membiayai pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Pendapatan atau penerimaan adalah suatu hasil yang ingin dicapai oleh setiap perusahaan secara optimal. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam ”Standar Akuntansi Keuangan”, pendapatan didefinisikan sebagai berikut:

“Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomis yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode, dengan pengertian bahwa arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal”.

       (2004;5.2)

Untuk pengukuran pendapatan Ikatan Akuntan Indonesia dalam ”Standar Akuntansi Keuangan” menyatakan bahwa:

“Pendapatan harus diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima”.

 







        (2002;23)
Di dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Pendapatan Daerah, perlu didukung dengan adanya proses kegiatan administrasi yang baik. Oleh karena itu, salah satu unsur yang harus ditingkatkan dalam tertib administrasi yang dimaksud adalah mengenai  penatausahaan piutang dalam penagihan pajak.

 Penatausahaan piutang dalam penagihan pajak tersebut tentunya harus dilakukan proses pengendalian intern yang sifatnya terbuka agar masyarakat luas dapat mengetahui tujuan beserta penggunaan dari pajak itu sendiri, dan dapat menjauhkan dari hal-hal yang sifatnya dapat merugikan baik itu bagi negara maupun bagi masyarakat. 

Pengendalian Intern merupakan alat pengawasan dalam melaksanakan kegiatan dalam perusahaan. 

Pengertian pengendalian intern menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam ”Standar Profesional Akuntan Publik” adalah sebagai berikut :

“Pegendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personal lain entitas yang di desain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini: (a) keandalan pelaporan keuangan, (b) efektivitas dan efsiensi operasi, (c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku”.

                                                                                                   (2001;319.2)

Selanjutnya pengertian pengendalian intern menurut Dan M. Guy yang dialih bahasakan oleh Sugyono, Paul. A Rajoe, dan Ichsan Setiyo Budi dalam  bukunya yang berjudul ”Controllership” sebagai berikut:

“Pengendalian intern sebagai sebuah proses yang dihasilkan oleh dewan entitas, manajemen,  dan personel lainnya, yang dirancang untuk memberikan kepastian yang layak dalam pencapaian tujuan

kategori-kategori berikut: (a) Keandalan (reliabilitas) laporan keuangan, (b)Ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, dan  (c) Efektivitas dan efesiensi operasi”.

                                                                                       
     ( 2002;226)

            Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam ”Standar Profesional Akuntan Publik”, pengendalian intern dapat dilaksanakan dengan baik jika meliputi unsur-unsur sebagai berikut:

 “1. Lingkungan Pengendalian

2. Penaksiran Resiko 

3. Aktivitas Pengendalian
   4. Informasi dan Komunikasi

   5. Pemantauan”.















 (2001;319.2)

Dengan adanya pengendalian intern yang dilakukan oleh pemerintah melalui Dinas Pendapatan Daerah, maka akan tercapai efektivitas penerimaan pajak Hotel dan Restoran.

Efektivitas secara garis besar dapat dirumuskan sebagai derajat keberhasilan suatu organisasi dimana terlihat sampai sejauh mana suatu organisasi dinyatakan berhasil dalam mencapai apa yang telah menjadi tujuannya.

Menurut Mardiasmo dalam bukunya yang berjudul ”Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah”,  yang dimaksud dengan efektivitas adalah:

“Efektivitas menggambarkan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan antara outcome dengan output (target/result)”.

      (2002;232)

Menurut Arens dan Loebbeccke dengan alih bahasa Amir Abadi Jusuf dalam bukunya yang berjudul ”Auditing An Integrated Approach”, menyatakan bahwa kriteria dari efektivitas mencakup:

“1. Kinerja Historis

  2. Kinerja Yang Dapat Diperbandingkan

        3. Standar Rekayasa

        4. Diskusi dan Kesepakatan “.










      (2002;771)

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas penulis mengajukan hipotesis

“ Pengendalian Intern berperan dalam  menunjang efektivitas penerimaan pajak Hotel dan Restoran”.

Gambar 1.1

        Skema Kerangka Pemikiran




















1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dalam rangka memperoleh data untuk penelitian skripsi. Penulis mengadakan penelitian pada kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung, yang berlokasi di Jl. Wastukencana No.2. Bandung. Adapun waktu pelaksanaan penelitian yaitu pada bulan Maret 2006.
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